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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 998/Pdt.G/2024/PA.JS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  32  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Pegawai  Swasta  pada  PT  Edupac  Prima  Sukses,  tempat

kediaman di Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Herman Faisal Siregar, S.H., M.Kn., CLA., CTA.,

Komarudin,  S.H.,  dan  Hanifur  Rifqi,  S.H.,  Advokat  dan

Konsultan Hukum dan Advokat  Magang pada Kantor  Hukum

“HFS  Law  Firm  &  Partners”  yang  berkantor  di  Jalan  Tanah

Abang  1  No.11  F,  Petojo  Selatan,  Gambir,  Jakarta  Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai

Swasta pada PT Bayu Pratama International, tempat kediaman

di Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

- Telah mendengar keterangan Penggugat; 

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07

Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

pada  hari  Jumat  tanggal  08  Maret  2024  dengan  register  perkara  Nomor

998/Pdt.G/2024/PA.JS  telah  mengajukan  gugatan  yang  berbunyi  sebagai

berikut :.
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1. Bahwa pada tanggal 28 September 2019, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Kebayoran  Baru,

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 20

September 2019; 

2. Bahwa setelah  menikah,  Penggugat  dan Tergugat  tinggal  bersama di

rumah orang tua Tergugat  selama 5 tahun dan sudah dikaruniai  1 anak

yang bernama : ANAK I, usia 3 tahun;

3. Bahwa  sejak  2022  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

mulai tidak harmonis disebabkan karena :  

- Hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering

terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tidak ada

respect satu sama lain, berbeda pendapat, dan cek cok;

- Puncak perselisihan serta pertengkaran terjadi pada pertengahan

2022  dan  memuncak  di  Februari  2023  akibat  masalah  finansial  dan

Tergugat meminta cerai terhadap Penggugat. 

- Tetapi sebelum pengajuan proses pengajuan cerai dilaksanakan

oleh  Tergugat,  Penggugat  mendapat  informasi  bahwa  Tergugat  telah

memiliki kekasih baru dari isi pesan WhatsApp dari HP Tergugat sekitar

kurang lebih pada bulan Februari 2024 dan melalui isi pesan tersebut

Tergugat  menjalin hubungan khusus/ asmara dengan wanita bernama

Maurizka  Diva  Shania,  yang  berkediaman  di  Bekasi  sekaligus  rekan

kerja satu tim di PT Bayu Pratama International. 

- Pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak

berhasil  karena  Penggugat  tetap  pada  prinsip  untuk  bercerai  karena

Tergugat  sudah  tidak  mempunyai  i'tikad  baik  lagi  untuk  menjalankan

kehidupan rumah tangga. 

4. Bahwa  oleh  karena  anak  hasil  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

sebagai  pemegang  hak  hadhanah  (pemeliharaan)  atas  anak  hasil

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas; 
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5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan

biaya pemeliharaan Rp.  1.000.000,  biaya pendidikan Rp.  1.000.000 dan

kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya

per  bulan  untuk  keseluruhan  anak  sejumlah  Rp.  2.500.000  (Dua  Koma

Lima  Juta  Rupiah).  Oleh  karena  itu,  Penggugat  mohon  agar  Tergugat

dihukum untuk  memberikan  nafkah  untuk  anak-anak  tersebut  per  bulan

yang  diberikan  melalui  Tergugat  sejak  amar  putusan  dijatuhkan  sampai

anak-anak  tersebut  dewasa/mandiri  dengan  kenaikan  5  (lima)  sampai

dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan

kesehatan; 

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk  mengajukan  Gugatan  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini; 

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  cq.  Majelis  Hakim  yang

menerima, memeriksa serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Menetapkan Penggugat  sebagai  pemegang hak asuh atas  anak-anak

yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 19 Februari 2021 

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi

ketiga anak tersebut; 

4. Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan

(hadhanah) anaksebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas

sejumlah Rp.7.000.000 (Tujuh Juta  Rupiah)  setiap  bulan  yang diberikan

melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak
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tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan

10  (sepuluh)  persen  setiap  tahunnya  di  luar  biaya  pendidikan  dan

kesehatan; 

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Kuasa  Hukum

Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati  dan mendamaikan

kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga

sebagai suami isteri, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan

mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses

pemeriksaan  perkara  ini  dinyatakan  telah  selesai  sehingga  tidak  perlu  lagi

dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan ini  dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasehati  dan

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berhasil.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat

dan  kembali  rukun  selayaknya  suami  isteri  maka  Penggugat  menyatakan

mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak

melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Tergugat  telah dipanggil  secara sah dan patut  menurut  hukum namun tidak
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hadir,  karena  itu  ketidakhadiran  Tergugat  dianggap  menyetujui,  untuk  itu

maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  pencabutan  gugatan

Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pencabutan  perkara  ini  dilakukan

setelah  proses  persidangan  dilangsungkan  maka  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini harus diperhitungkan. 

 Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

sesuai  Pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  yang telah

diubah  dan  ditambah  dengan  perubahan  pertama  menjadi  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. 

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

998/Pdt.G/2024/PA.JS dari Penggugat; 

2. Memerintahkan  kepada  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara

tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh

puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan  pada hari  Kamis,  tanggal  21 Maret  2024  Masehi,  bertepatan

dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Yayuk Afiyanah,

S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra.

Hj. Taslimah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga  oleh Ketua

Majelis tersebut  dengan didampingi  oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

oleh Nuraini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Penetapan No.998/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 5 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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ttd.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd. ttd.

Drs. Enas Nasrudin, S.H., M.H. Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya :
  
1.

 Pendaftaran : Rp  50.000,-

  2.  Proses : Rp  100.000,-
  3.  Panggilan : Rp  300.000,-
  4.  Redaksi : Rp  10.000,-
  5.  Meterai : Rp  10.000,-
       Jumlah : Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.
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